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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan BPKAD 

Kabupaten Karimun pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dengan 

menerapkan metode value for money. Jenis Penelitian yang dilaksanakan 

merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah 

analisis deskriptif. Penelitian menggunakan dokumentasi sebagai teknik 

pengumpulan datanya. Data yang diambil berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah tahun 2018 sampai dengan 2020. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Karimun pada tingkat 

ekonomis dan efektivitas untuk program/kegiatan dan indikator kinerja tahun 

2018 sampai dengan 2020 sudah baik, kecuali pada tingkat efisiensi yang 

dikategorikan kurang baik.  

 

Kata kunci: Value for money, kinerja keuangan 
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ABSTRACT 

This study aims to analyze the financial performance of the Karimun Regency 

BPKAD in 2018 to 2020 by applying the value for money method. The type of 

research carried out is qualitative research with the data analysis technique used 

is descriptive analysis. The research uses documentation as a data collection 

technique. The data taken is in the form of Government Agencies Performance 

Accountability Reports from 2018 to 2020. The results of this study indicate that 

the financial performance of BPKAD Karimun Regency at the economic and 

effectiveness levels for programs/activities and performance indicators from 2018 

to 2020 is good, except for the high efficiency level. categorized as poor. 

 

Keywords: Value for money, financial performance 
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BAB I  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang 

Keuangan daerah merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah. Tugas utama pemerintah sebagai organisasi sektor publik 

terbesar adalah untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, masyarakat 

sering menilai kinerja pemerintah sebagai organisasi sektor publik terbesar kurang 

efektif dan efisien dalam pengelolaan keuangannya.  

Pemerintah terkadang sering mengeluarkan biaya-biaya untuk kegiatan yang 

kurang penting sehingga dianggap sebagai suatu pemborosan. Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu pilar dalam 

perencanaan pembangunan bagi Pemerintah Daerah. Dari perencanaan 

pembangunan ini pemerintah daerah berusaha melakukan perbaikan dalam 

pengelolaan keuangan daerah khususnya perencanaan APBD. 

Menurut UU No. 32 Tahun (2004) dijelaskan bahwa otonomi daerah 

menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan 

kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar utusan 

pemerintah pusat. Setiap daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah 

untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta prasarana, dan pemberdayaan 

masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Termasuk 

pada pengelolaan keuangan daerah kabupaten dan kota diatur sepenuhnya oleh 

Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan 

daerah yang baik dalam mengelola dana desentralisasi secara transparan, 
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ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel yang salah satunya bisa diukur dengan 

value for money. 

Value for money menurut Mardiasmo (2009) adalah aturan pengelolaan 

organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga kategori utama, yaitu 

ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis dalam pengadaan dan alokasi 

sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan sumber daya dalam arti 

penggunaannya diminimalakan dan hasilnya dimaksimalkan (maximizing benefits 

and minimizing costs), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan 

dan sasaran. 

Pengukuran sangat penting untuk menilai akuntabilitas pemerintah daerah 

dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Akuntabilitas bukan sekedar 

kemampuan menunjukan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi 

meliputi kemampuan yang menunjukan bahwa uang publik tersebut telah 

dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. 

Metode value for money digunakan juga untuk penilaian bagaimana instansi 

pemerintah khususnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tersebut 

dalam kinerja keuangannya. Apakah anggaran yang didapatkan instansi tersebut 

sudah di realisasikan untuk kepentingan masyarakat maupun instansi itu sendiri 

termasuk dalam kategori baik dari segi ekonomis, efisiensi dan juga efektivitas. 

Jika realisasi anggaran termasuk kategori baik maka bisa jadi tolok ukur juga 

untuk peningkatan anggaran pada tahun berikutnya.  

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun 

bertugas meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, 
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pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang keuangan 

dan aset daerah, kinerja Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Kabupaten 

Karimun dapat diliaht dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 

Karimun dibawah ini : 

Tabel 1.1 

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah 

Tahun 2018-2020 

Tahun 
Pendapatan 

% 
Anggaran Realisasi 

2018 1.144.948.712.058,00 947.147.192.393,65 82,72% 

2019 1.044.679.344.257,00 926.323.387.447,31 88,67% 

2020 1.024.659.930.184,00 929.713.316.483,00 90,73% 

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun 

Tabel 1.2 

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah 

Tahun 2018-2020 

Tahun 
Belanja 

% 
Anggaran Realisasi 

2018 98.322.280.675,00 95.627.686.175,00 97,26% 

2019 121.324.400.538,00 116.162.265.327,00 95,75% 

2020 160.465.564.184,00 153.888.087.268,00 95,90% 

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun 

Berdasarkan tabel 1.1 dan 1.2 dapat dilihat bahwa pendapatan dan belanja 

daerah dari tahun ke tahun mengalami fluktasi yaitu pendapatan pada tahun 2018 

terrealisasi sebesar 82,72% dari target yang dianggarkan, dan belanja terrealisasi 

sebesar 97,26%. Realisasi pendapatan pada tahun 2019 mengalami peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu terrealisasi sebesar 88,67%, sedangkan 

belanja mengalami penurunan kecil menjadi sebesar 95,75%. Selanjutnya di tahun 

2020 realisasi pendapatan meningkat kembali menjadi sebesar 90,73%, sedangkan 

belanja mencapai angka 95,90% dari yang dianggarkan.  
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Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun 

merupakan salah satu organisasi pemerintah, setiap tahunnya memiliki 

program/kegiatan yang harus dipertanggungjawabkan kinerjanya. Berikut ini 

adalah data realisasi program/kegiatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Karimun: 

  Tabel 1.3 

Laporan Realisasi Anggaran Program BPKAD 

Tahun 2018-2020 

No Program 
Tahun (%) 

2018 2019 2020 

1. Penataan Peraturan Perundang-undangan 74,94 - - 

2. Evaluasi dan Pelaporan Pemerintah 80,24 99,97 99,57 

3. Pengembangan Data/Informasi 28,84 90,37 - 

4. Perencanaan Pembangunan Daerah 100 99,14 61,65 

5. Pelayanan Administrasi Perkantoran 96,56 92,31 87,66 

6.  
Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Aparatur 
99,35 99,05 100 

7. 
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 

Aparatur 
35,38 - - 

8. Peningkatan Pengembangan Sistem 

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 
94,63 87,36 68,60 

9. Peningkatan dan Pengembangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah 
76,53 90,20 93,18 

Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun 

Berdasarkan Tabel 1.3, hanya tahun 2018 program penataan peraturan 

perundangan perundangan-undangan terealisasi sebesar 74,94%. Pada tahun 2020 

program evaluasi dan pelaporan pemerintah mengalami penurunan dari tahun 

sebelumnya. Pada tahun 2020 untuk program pengembangan data/informasi tidak 

terdapat anggarannya. Untuk program perencanaan pembangunan daerah dan 

pelayanan administrasi perkantoran tahun 2020 mengalami penurunan daripada 

tahun 2019. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur telah mencapai 
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target terealisasi secara maksimal pada tahun 2020. Pada program peningkatan 

kapasitas sumber daya aparatur, yang hanya terdapat tahun 2018 sebesar 35,38% 

yang terealisasi. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 

kinerja dan keuangan mengalami penurunan dari tahun 2018-2020. Untuk 

program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 

mengalami peningkatan pada tahun 2020 dari tahun 2019 yairu yang terealisasi 

sebesar 93,18%. 

Dari hasil identifikasi di atas perlu adanya batasan masalah supaya penulis 

bisa lebih berfokus dalam penelitian ini, yaitu kinerja keuangan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun pada program perencanaan 

pembangunan daerah, pelayanan administrasi perkantoran, dan peningkatan 

sarana dan prasarana aparatur. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan 

Metode Value For Money Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah 

Kabupaten Karimun. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana kinerja keuangan dengan menggunakan 

metode Value For Money terhadap Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

pada program perencanaan pembangunan daerah, pelayanan administrasi 

perkantoran, dan peningkatan sarana dan prasarana aparatur.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan dengan 

menggunakan metode Value For Money pada Badan Pengelola Keuangan dan 

Aset Daerah Kabupaten Karimun. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam bagian ini diuraikan manfaat yang diharapkan oleh peneliti setelah 

penelitian ini dilakukan. Manfaat ini berhubungan dengan hasil penelitian bukan 

berhubungan dengan peneliti itu sendiri. Manfaat penelitian berisi tiga hal utama 

yaitu: 

1. Bagi Penulis,  

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai 

pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan metode Value For 

Money pada Badan Pengelola Keuanagn dan Aset Daerah (BPKAD) 

Kabupaten Karimun  

2. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan 

mengenai pengukuran kinerja keuangan yang di lakukan Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karimun dengan 

menggunakan metode Value For Money tersebut. 

3. Bagi Peneliti Lain. 

Hasil Penelitian ini dapat Sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan 

bagi peneliti selanjutnya yang mempunyai hubungan sejenis dengan 

penelitian ini di masa yang akan datang.  
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1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam mempermudah pemahaman bagi penulis, penelitian ini tersusun pada 

lima bab yang mencakup: 

BAB I:  PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang menyajikan latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan 

BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS 

Pada bab ini menjelaskan tinjauan pustaka yang berkaitan pada 

masalah yang diteliti dan diakhiri dengan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi desain penelitian, lokasi penelitian, jenis serta 

sumber data, teknik dalam mengumpulkan data dan teknik analisis 

data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan gambaran umum objek penelitian, hasil 

penelitian serta pembahasan yang berisi tentang analisis kinerja 

keuangan menggunakan metode value for money pada badan 

pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten karimun.  

BAB V: SIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan penutup yang berisikan simpulan yang ditarik 

oleh penulis dan berbagai saran untuk masa yang akan datang. 
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BAB II 

TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS  

2.1 Telaah Pustaka 

2.1.1 Pengertian Pengukuran Kinerja Keuangan 

      Kinerja merupakan gambaran tentang taraf pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang 

tertuang dalam strategic planning suatu organisasi. Menurut Andayani (2007) 

Pengukuran kinerja ialah alat untuk menilai kesuksesan organisasi. Dalam konteks 

organisasi sektor publik.  

Kesuksesan organisasi itu akan digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan 

dukungan publik. Masyarakat akan menilai kesuksesan organisasi sektor publik 

melalui kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan publik yang relatif 

murah dan berkualitas. Menurut Khalimatus Syadiah, Susanti & Rasyidi (2016) 

pengukuran kinerja merupakan evaluasi atau penilaian terhadap pencapaian 

pelaksanaan kegiatan suatu organisasi berdasarkan tujuan, sasaran, standar dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. 

2.1.2 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan 

     Menurut Mahmudi (2010) dapat diklasifikasikan tujuan diterapkan pengukuran 

kinerja pada organisasi sektor publik adalah: 

1. Mengetahui taraf ketercapaian tujuan organisasi. 

2. Menyediakan wahana pembelajaran bagi pegawai. 

3. Memperbaiki kinerja untuk periode berikutnya. 
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4. Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan 

pemberian reward dan punishment. 

5. Motivasi pegawai. 

6. Membangun akuntabilitas.  

2.1.3 Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan 

     Menurut Bastian (2006) mengatakan bahwa manfaat pengukuran kinerja yaitu: 

1. Memastikan pemahaman para pelaksana untuk ukuran yang digunakan 

dalam pencapaian kinerja. 

2. Memastikan tercapainya skema kinerja yang disepakati. 

3. Memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan 

membandingkannya dengan skema kerja serta melakukan tindakan untuk 

memperbaiki kinerja. 

4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas kinerja yang 

dicapai setelah dibandingkan dengan skema indikator kinerja yang sudah 

disepakati. 

5. Menjadi sistem komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam usaha 

memperbaiki kinerja keuangan. 

6. Memeriksa apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 

7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 

8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. 

9. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan. 

10. Menyampaikan permasalahan yang terjadi. 
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      Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan guna memenuhi tiga maksud, 

adalah sebagai berikut: 

1. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan adalah membantu 

memperbaiki kinerja pemerintah, maksudnya ialah guna membantu 

pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. 

Akibatnya, hal ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi 

sektor publik. 

2. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya 

serta pembuatan keputusan. 

3. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan guna mewujudkan 

akuntabilitas publik dan memperbaiki hubungan kelembagaan.  

2.1.4 Pengertian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

      Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah laporan 

yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas 

pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan 

LAKIP berdasarkan siklus anggaran selama 1 tahun. Instansi pemerintah harus 

dapat menentukan tingkat kinerja yang dihasilkan dalam bentuk jumlah dan 

persentase. Manfaat dari LAKIP untuk dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi 

pemerintah terkait selama 1 tahun anggaran. 

2.1.5 Pengertian Value For Money 

Menurut Mahmudi (2013) mengatakan bahwa pengukuran kinerja value for 

money merupakan pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisien, serta 

efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi. Pengukuran value for money 
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memberikan informasi yang bisa membentuk fungsi-fungsi pengendalian dan 

mendorong tanggungjawab manajer dalam melaksanakan fungsi akuntabilitas. 

Konsep value for money terdiri dari 3 (tiga) ekategori utama, yaitu: ekonomis, 

efisien, dan efektivitas. 

A. Ekonomis 

Menurut Mahmudi (2016) Ekonomis merupakan terkait dengan penghematan 

anggaran untuk memperoleh input dengan tidak melakukan pemborosan anggaran 

dalam pelaksanaan program, kegiatan dan operasional. Mengukur tingkat 

kehematan dari pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan organisasi sektor publik. 

Taraf ekonomis diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran APBD 

pada program dengan anggaran APBD pada program. 

         
     

           
        

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria 

tingkat ekonomis anggaran belanja sebagai berikut: 

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan 

sangat ekonomis. 

2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan ekonomis. 

3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan 

cukup ekonomis. 

4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan 

kurang ekonomis. 
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5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan 

sangat tidak ekonomis.   

B. Efisiensi 

Menurut Mardiasmo (2009) Efisiensi merupakan perbandingan antara 

output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah 

ditetapkan. Menurut Hamid & Lamuda (2019) Efisiensi merupakan perbandingan 

output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah 

ditetapkan. 

Dari pengertian bisa disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara 

barang dan jasa (output) yang dihasilkan dari sebuah kegiatan atau aktifitas 

dengan sumber daya (input) yang dignakan dengan tidak membuang waktu, 

tenaga dan biaya dengan percuma. Taraf efisiensi diukur dengan cara 

membandingkan persentase pencapaian setiap kegiatan pada program dengan 

persentase anggaran APBD yang digunakan oleh setiap kegiatan pada program. 

          
      

     
        

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria 

tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut: 

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan 

tidak efisien. 

2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan kurang efisien. 

3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan 

cukup efisien. 
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4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan 

efisien. 

5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan 

sangat efisien.   

C. Efektivitas 

Menurut Mahmudi (2016) Efektivitas merupakan perbandingan dari hasil 

yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Jika ekonomis 

berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses, sedangkan efektivitas 

berfokus pada outcome (hasil). Sedangkan Menurut Mardiasmo (2009) Efektivitas 

hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. Tingkat efektivitas diukur dengan cara membandingkan persentase 

pencapaian kinerja berdasarkan sasaran dengan persentase target kinerja 

berdasarkan sasaran. 

            
       

      
        

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1996, kriteria 

tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut: 

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan 

sangat efektif. 

2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan efektif. 

3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan 

cukup efektif. 
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4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan 

kurang efektif. 

5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan 

tidak efektif.   

D. Outcome 

Menurut Mardiasmo (2009) Outcome merupakan dampak yang dihasilkan dari 

pelaksanaan suatu program atau kegiatan terhadap masyarakat. Pengukuran 

outcome memiliki dua peran, yaitu peran retrospektif dan prospektif. Peran 

retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, sedangkan peran prospektif 

terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. 

2.1.6 Manfaat Value For Money 

Menurut Haryanto et al. (2007) manfaat value for money sebagai berikut: 

1. Meningkatkan efektifitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang 

diberikan tepat sasaran. 

2. Meningkatkan mutu pelayanan publik. 

3. Menurunkan biaya pelayanan publik agar pemborosan dan terjadinya 

penghematan dalam penggunaan input. 

4. Alokasi belanja lebih berorientasi pada kepentingan publik. 

5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik (publik costs awereness) 

sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik. 

2.1.7 Pengertian Anggaran 

 Menurut Nurkholis & Khusaini (2019) Anggaran merupakan sistem bagi 

pemerintah untuk mengarahkan pembangunan ekonomi nasional, menjamin 
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kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Anggaran 

diperlukan karena adanya kebutuhan dan kegiatan masyarakat yang tidak terbatas 

dan terus berkembang, sedangkan sumber daya terbatas. 

 Berdasarkan  pengertian diatas bisa disimpulkan bahwa anggaran adalah 

suatu rencana keuangan yang ditetapkan untuk periode tertentu, biasanya untuk 

periode satu tahun. 

2.1.8 Fungsi Anggaran Sektor Publik 

Anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi, antara lain: 

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 

2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan dimasa 

mendatang. 

3. Anggaran sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai 

unit kerja dan mekanisme kerja antara atasan dan bawahan. 

4. Anggaran sebagai alat pengendalian unit kerja. 

5. Anggaran sebagai alat motivasi dan persuasi tindakan efektif dan efisien 

dalam pencapaian visi organisasi. 

6. Anggaran merupakan instrumen politik. 

7. Anggaran merupakan instrumen kebijakan fiskal. 

2.1.9 Karakteristik Anggaran Sektor Publik 

Karakteristik Anggaran Sektor Publik adalah sebagai berikut: 

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan nonkeuangan. 

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa 

tahun. 
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3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen untuk mencapai 

sasaran yang ditetapkan. 

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih 

tinggi dari penyususn anggaran. 

5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu. 

2.1.10 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 

2.1.10.1 Defenisi APBD. 

Menurut Tulangow & Runtu (2016) Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di 

Indonesia yang disepakati oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Tahun Aanggaran APBD meliputi masa satu 

tahun, mulai tanggal 1 Januari hingga dengan 31 Desember. 

2.1.10.2 Fungsi APBD 

Menurut Nasution (2019) ada enam fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD), yaitu: 

1. Fungsi Otorisasi 

Merupakan anggaran menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan 

belanja pada tahun yang bersangkutan.. 

2. Fungsi Perencanaan 

Merupakan anggaran menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan 

kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 
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3. Fungsi Pengawasan 

Merupakan anggaran menjadi pedoman dalam menilai apakah kegiatan 

penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah 

ditetapkan.  

4. Fungsi Alokasi 

Merupakan anggaran harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan 

pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas 

perekonomian. 

5. Fungsi Distribusi 

Merupakan kebijakan anggaran harus memperhatikan rasa keadilan dan 

kepatuhan. 

6. Fungsi Stabilisasi 

Merupakan anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara, dan 

mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. 

2.1.10.3 Unsur-unsur APBD 

Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar 

laporan keuangan semakin normatif. Maka dalam bentuk yang baru, APBD terdiri 

atas unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Pendapatan, meliputi: 

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah 

yang meliputi dari sumber ekonomi asli daerah. Dimana PAD ini 

dibedakan menjadi 4 macam pendapatan yaitu:  

1) Pajak daerah 
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2) Retribusi 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 

4) Lain-lain pendapatn asli daerah yang sah. 

b. Dana perimbangan adalah dana yang didapat dari penerimaan 

pendapatan belanja negara yang dialokasikan kepada daerah yang 

membiayai kebutuhan daerah. Adapun dana perimbangan meliputi 

sebagai berikut: 

1) Dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak 

2) Dana alokasi umum 

3) Dana alokasi khusus 

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

1) Dana darurat 

2) Dana bagi hasil pajak dari provinsi 

3) Dana penyesuaian 

4) Bantuan keuangan dari Provinsi Pemerintahan Daerah lainnya. 

5) Lain-lain pendapatan yang sah. 

2. Anggaran Belanja merupakan anggaran yang digunakan untuk keperluan 

penyelenggaraan tugas pemerintah daerah. 

3. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau 

pengeluaran yang akan diterima kembali. 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Putri (2020) dengan judul Analisis Value 

For Money pada Kinerja Keuangan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur. 
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Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis 

deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menerapkan konsep value for money sebagai 

alat pengukuran kinerja. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan program Dinas 

Kesehatan Provinsi Jawa Timur  dinyatakan sudah ekonomis, efisien, dan kurang 

efektif. Persamaan penelitian yaitu sama-sama mengukur kinerja dengan metode 

value for money. Perbedaannya yaitu pada objek yang diteliti, peneliti terdahulu 

melakukan penelitian pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur sedangkan 

penulis melakukan penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Karimun. 

2.3 Hipotesis 

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang dikemukakan 

diatas, maka berikut ini penulis kemukakan hipotesis penelitian yaitu Metode 

Value For Money yang diterapkan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Desain Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip dalam Tersiana (2018) 

penelitian kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Penulis 

menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu adalah mengumpulkan data, 

menganalisis data berdasarkan teori-teori yang ada hubungannya dengan 

permasalahan dalam pengambilan kesimpulan dan saran. Penelitian ini dilakukan 

di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun. Penulis 

menggunakan metode ini karena untuk mengetahui kinerja keuangan pada Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun. 

3.2 Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian adalah objek/tempat yang digunakan untuk mendapatkan 

data dengan tujuan dan kegunaan tertentu yang objektif, valid dan reliabel. 

Penentuan objek penelitian harus berdasarkan argumentasi yang logis sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti agar objek tersebut layak untuk menjadi 

objek/tempat penelitian dilakukan. Objek dari penelitian ini adalah Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun, yang berada di Jl. Sei 

Raya, Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. 
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah data Struktur Organisasi Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan data Laporan Realisasi 

Anggaran (LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun tahun 

anggaran 2018-2020. Aanggaran Pendapatan Belanja Daerah tersebut diperoleh 

dari instansi terkait, dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten 

Karimun. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari beberapa referensi penelitian sebelumnya dan 

berbagai buku pedoman. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang diperlukan sebagai landasan dalam 

penyusunan skripsi ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan dengan 

metode: 

1. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan melakukan wawancara 

langsung dengan yang berkompeten dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Karimun yang dianggap dapat memberikan data dan informasi 

yang akurat. 

2. Dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau 

peristiwa pada waktu yang lalu. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara 

pengumpulan data yang diambil secara tertulis terutama berupa dokumen, 

dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Laporan Realisasi Anggaran 
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(LRA) Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karimun pada tahun 2018-

2020 dan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

(BPKAD). 

3.5 Teknik Analisis Data 

Langkah Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data dengan 

menggunakan metode Value For Money yang dilihat dari segi ekonomis, efisiensi, 

dan efektifitas. 

a) Ekonomis 

         
     

           
        

 

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan 

sangat ekonomis. 

2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan ekonomis. 

3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan 

cukup ekonomis. 

4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan 

kurang ekonomis. 

5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan 

sangat tidak ekonomis.   

b) Efisiensi 
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1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan 

tidak efisien. 

2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan kurang efisien. 

3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan 

cukup efisien. 

4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan 

efisien. 

5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan 

sangat efisien.   

c) Efektifitas 

            
       

      
        

 

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan 

sangat efektif. 

2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan efektif. 

3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan 

cukup efektif. 

4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan 

kurang efektif. 
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5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan 

tidak efektif.  
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BAB IV  

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun berada 

di Jl. Sei Raya, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau. 

Berdasarkan Peraturan Bupati Karimun Nomor 37 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi. Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai 

tugas Membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Pengelolaan 

Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah. Sedangkan untuk fungsi dari Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu: 

1. Penyusunan perumusan kebijakan teknis operasional dibidang pengelolaan 

keuangan, dan pengelolaan aset daerah; 

2. Pengelolaan urusan ketatausahaan BPKAD; 

3. Penyusunan rencana anggaran dan mengkoordinasikan penyusunan 

anggaran Pemerintah Daerah; 

4. Pelaksanakan tertib perbendaharaan dan manajemen kas daerah; 

5. Pelaksanakan tertib sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; 

6. Pelaksanakan tertib pengelolaan barang milik daerah; dan 

7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain di bidang keuangan dan aset daerah yang 

diberikan oleh Pimpinan/Bupati. 
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Berikut adalah struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Karimun. 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Karimun  

 
Sumber: BPKAD Kabupaten Karimun  

Struktur organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 

Kepala Badan, Sekretaris Badan, Kepala Bidang Anggaran, Kepala Bidang 

Perbendaharaan dan Kas Daerah, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Bidang Aset 

Daerah, dan Jabatan Fungsional Tertentu (JPT). Bidang Sekretaris terbagi menjadi 

3 sub bagian, yaitu Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian 

Perencanaan dan Evaluasi, dan Sub Bagian Keuangan dan Aset. Bidang Anggaran 

terbagi atas 3, yaitu Sub Bidang Anggaran 1, Sub Bidang Anggaran 2, dan Sub 
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Bidang Anggaran 3. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah terdiri dari, Sub 

Bidang Perbendaharaan 1, Sub Bidang Perbendaharaan 2, dan Sub Bidang 

Perbendahaarn 3. Bidang Akuntansi terbagi menjadi, Sub Bidang Akuntansi 1, 

Sub Bidang Akuntansi 2, dan Sub Bidang Akuntansi 3. Bidang Aset Daerah 

terdapat 3 Sub Bidang, yaitu Sub Bidang Perencanaan Kebutuhan dan 

Pengendalian Aset Daerah, Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah, dan Sub 

Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset. 

4.2 Hasil Penelitian 

      Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki program-program 

setiap tahunnya. Dalam setiap program terdapat kegiatan yang harus di lakukan 

setiap tahunnya. Di dalam LAKIP BPKAD Kabupaten Karimun terdapat beberapa 

program yang mana pada tahun 2018 terdapat 9 program, tahun 2019 terdapat 7 

program, dan tahun 2020 terdapat 6 program. Dalam penelitian ini penulis 

berfokus hanya pada 3 program, yaitu program perencanaan pembangunan daerah, 

pelayanan administrasi perkantoran, dan peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur untuk perhitungan ekonomis dan efisiensi, sedangkan untuk perhitungan 

efektivitas menggunakan capaian indikator kinerja utama pada Badan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah. 

4.2.1 Perhitungan Value For Money dari segi Ekonomis  

Perhitungan Ekonomis memerlukan data-data mengenai anggaran dan 

realisasinya. Guna mencocokan besar tingkat ekonomis suatu program dalam 

menyalurkan anggaran yang telah dilakukan oleh instansi pemerintah atau 

organisasi tersebut. 
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Ketentuan:  

1. Jika hasil >100%, maka dikatakan sangat ekonomis. 

2. Jika hasil 90% - 100%, maka dikatakan ekonomis. 

3. Jika hasil 80% - 90%, maka dikatakan cukup ekonomis. 

4. Jika hasil 60% - 80%, maka dikatakan kurang ekonomis. 

5. Jika hasil 60%, maka dikatakan sangat tidak ekonomis.   

Keterangan:  

Input : Realisasi Anggaran APBD pada program yang terdapat dalam 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

Nilai Input : Anggaran APBD pada program dalam Badan Pengelola Keuangan 

dan Aset Daerah. 

Contoh perhitungan ekonomis pada program perencanaan pembangunan 

daerah tahun 2018:  

         
          

          
                

Hasil perhitungan pada program perencanaan pembangunan daerah tahun 

2018 adalah 100%, kinerja untuk program diatas termasuk sangat ekonomis. 

Analisis perhitungan dari segi ekonomis pada program perencanaan pembangunan 

daerah, pelayanan administrasi perkantoran, dan peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur tahun 2018 sampai 2020 dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.1 

Hasil Perhitungan Ekonomis Program Perencanaan Pembangunan Daerah, 

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dan Program Peningkatan 

Sarana dan Prasarana Aparatur 

Tahun 2018-2020 

No Program Tahun Anggaran Realisasi Ekonomis 

1. 

Perencanaan 

Pembangunan 

Daerah 

2018 13.194.000 13.194.000 100% 

2019 23.292.500 23.092.000 99,14% 

2020 64.911.750 40.017.629 61,65% 

2. 

Pelayanan 

Administrasi 

Perkantoran 

2018 6.999.690.000 6.758.707.659 95,56% 

2019 8.277.409.500 7.640.936.066 92,31% 

2020 7.115.579.933 6.237.632.408 87,66% 

3. 

Peningkatan 

Sarana dan 

Prasarana 

Aparatur 

2018 1.205.176.500 1.197.357.205 99,35% 

2019 124.584.000 123.397.400 99,05% 

2020 196.600.250 196.600.250 100% 

Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 6 

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten 

Karimun pada program perencanaan pembangunan daerah, program pelayanan 

administrasi perkantoran, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

tahun 2018-2020 terdapat ada yang memiliki nilai ekonomis sebesar 100%  dan di 

bawah 100% dalam setahun. Yang mana jika nilai ekonomis diatas 100% 

termasuk kategori sangat ekonomis dan jika nilai dibawah 100% bisa termasuk 

dalam kategori ekonomis, cukup ekonomis, kurang ekonomis, dan sangat tidak 

ekonomis tergantung nilai ekonomisnya. 

4.2.2 Perhitungan Value For Money dari segi Efisiensi  

Perhitungan efisiensi diukur melalui perbandingan antara output dengan 

input. Jika output lebih besar dibandingkan dengan input, maka tingkat efisiensi 

akan semakin tinggi dalam suatu kegiatan/program dalam instansi pemerintah atau 

organisasi tersebut. 
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Ketentuan: 

1. Jika hasil lebih dari 100%, maka dikatakan tidak efisien. 

2. Jika hasil antara 90% - 100%, maka dikatakan kurang efisien. 

3. Jika hasil antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efisien. 

4. Jika hasil antara 60% - 80%, maka dikatakan efisien. 

5. Jika hasil dibawah 60%, maka dikatakan sangat efisien.   

Keterangan:  

Output : Persentase pencapaian setiap kegiatan pada program yang terdapat 

dalam  Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

Input : Persentase  Anggaran  APBD yang digunakan oleh setiap kegiatan 

pada program dalam BPKAD. 

Contoh perhitungan efisiensi pada kegiatan penyusunan rencana kerja 

program perencanaan pembangunan daerah tahun 2018:  

          
    

    
                

Hasil perhitungan efisiensi pada kegiatan penyusunan rencana kerja program 

perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 adalah 100%, kinerja untuk 

kegiatan diatas termasuk kurang efisiensi. Analisis perhitungan dari segi efisiensi 

pada setiap kegiatan yang ada dalam program perencanaan pembangunan daerah, 

pelayanan administrasi perkantoran, dan peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur tahun 2018 sampai 2020 dijabarkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 

Hasil Perhitungan Efisiensi Program Perencanaan Pembangunan Daerah 

Tahun 2018-2020 

No 
Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
Tahun 

Output 

(%) 

Input 

(%) 

Efisiensi 

(%) 

1.  Penyusunan Rencana Kerja 2018 100 100 100 

1.  Penyusunan Rencana Kerja 

2019 

100 100 100 

2.  

Penyusunan Perjanjian Kinerja 

Semua Eselon dan Pengukuran 

Indikator Kinerja OPD 

100 97,65 102,41 

3.  Evaluasi Renstr 100 100 100 

1.  Penyusunan Rencana Kerja 

2020 

100 95,37 104,85 

2.  

Penyusunan Perjanjian Kinerja 

Semua Eselon dan Pengukuran 

Indikator Kinerja OPD 

100 40,65 246 

Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 6 

Berdasarkan tabel 4.2 diatas, bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten 

Karimun pada kegiatan yang terdapat dalam program perencanaan pembangunan 

daerah dari tahun 2018-2020 ada 3 kegiatan yang nilai efisiensi diatas 100%  dan 

terdapat 3 kegiatan dengan nilai efisiensi sebesar 100%. Yang mana jika nilai 

efisiensinya diatas 100% termasuk kategori tidak efisien dan jika dibawah 100% 

bisa termasuk kategori kurang efisien, cukup efisien, efisien, dan sangat efisien 

tergantung nilai efisiensinya. 

Tabel 4.3 

Hasil Perhitungan Efisiensi Program Pelayanan Administrasi Kantor 

Tahun 2018-2020 

No 
Program Pelayanan 

Administrasi Kantor 
Tahun 

Output 

(%) 

Input 

(%) 

Efisiensi 

(%) 

1.  

Pelayanan Tertib 

Administrasi Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 
2018 

140,96 92,39 152,57 

2.  

Peningkatan Pelayanan 

Administrasi Umum 

Perkantoran 

140,96 96,66 145,83 
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1.  

Pelayanan Tertib 

Administrasi Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 
2019 

100 97,08 103,01 

2.  

Peningkatan Pelayanan 

Administrasi Umum 

Perkantoran 

100 92,14 108,53 

1.  

Pelayanan Tertib 

Administrasi Pengelolaan 

Barang Milik Daerah 
2020 

100 85,98 116,31 

2.  

Peningkatan Pelayanan 

Administrasi Umum 

Perkantoran 

100 87,71 114,01 

Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 6 

Berdasarkan tabel 4.3 diatas, bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten 

Karimun pada kegiatan yang terdapat dalam program perencanaan pembangunan 

daerah dari tahun 2018-2020 semua kegiatan memiliki nilai efisiensi diatas 100%. 

Yang mana jika nilai efisiensinya diatas 100% termasuk kategori tidak efisien dan 

jika dibawah 100% bisa termasuk kategori kurang efisien, cukup efisien, efisien, 

dan sangat efisien tergantung nilai efisiensinya. 

Tabel 4.4 

Hasil Perhitungan Efisiensi Program Sarana dan Prasarana Aparatur 

Tahun 2018-2020 

No 
Program Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
Tahun 

Output 

(%) 

Input 

(%) 

Efisiensi 

(%) 

1.  Rehabilitasi Toilet Kantor 

2018 

140,96 99,18 142,13 

2.  

Peningkatan Pelayanan 

Administrasi Umum 

Perkantoran 

140,96 99,29 141,97 

3.  Pengadaan Meubelier 100 100 100 

4.  
Pengadaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
100 98,87 101,14 

5.  Pengadaan Partisi 100 100 100 

1.  Pengadaan Meubelier 

2019 

100 99,7 100,3 

2.  
Pengadaan Peralatan dan 

Perlengkapan Kantor 
100 100 100 

3. Pengadaan Partisi 100 98,84 101,17 

1.  Pengadaan Partisi 2020 100 100 100 
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Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 6 

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, bahwa kinerja keuangan BPKAD Kabupaten 

Karimun pada kegiatan yang terdapat dalam program perencanaan pembangunan 

daerah dari tahun 2018-2020 ada 5 kegiatan yang nilai efisiensi diatas 100%  dan 

terdapat 4 kegiatan dengan nilai efisiensi sebesar 100%. Yang mana jika nilai 

efisiensinya diatas 100% termasuk kategori tidak efisien dan jika dibawah 100% 

bisa termasuk kategori kurang efisien, cukup efisien, efisien, dan sangat efisien 

tergantung nilai efisiensinya. 

4.2.3 Perhitungan Value For Money dari segi Efektivitas  

Perhitungan efektivitas diukur melalui perbandingan antara outcome dengan 

output. Semakin tinggi hasil dari efektivitas, maka sebuah program/kegiatan 

dikatakan lebih efektif. Pada LAKIP BPKAD Kabupaten Karimun, tingkat 

capaian kinerja tidak dirincikan pada tiap program/kegiatan, tetapi disajikan 

menurut pencapaian sasaran dengan beberapa indikator kinerja. Berdasarkan data 

dari BPKAD Kabupaten Karimun, untuk menganalisis perhitungan efektivitas di 

analisis dari data indikator kinerja yang terdapat pada LAKIP BPKAD Kabupaten 

Karimun periode tahun 2018-2020. 

            
       

      
        

Ketentuan:  

1. Jika hasil lebih dari 100%, maka dikatakan sangat efektif. 

2. Jika hasil antara 90% - 100%, maka dikatakan efektif. 

3. Jika hasil antara 80% - 90%, maka dikatakan cukup efektif. 

4. Jika hasil antara 60% - 80%, maka dikatakan kurang efektif. 
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5. Jika hasil dibawah 60%, maka dikatakan tidak efektif.   

Keterangan:  

Outcome : Persentase pencapaian kinerja berdasarkan sasaran yang  terdapat 

dalam Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

Output : Persentase  Target  Kinerja  berdasarkan  sasaran  dalam  Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

Contoh perhitungan efisiensi pada indikator kinerja persentase penyerapan 

belanja daerah tahun 2018:  

            
      

   
                 

Hasil perhitungan efektivitas pada indikator kinerja persentase penyerapan 

belanja daerah tahun 2018 sebesar 107,53%, untuk indikator ini termasuk sangat 

efektif. Analisis perhitungan dari segi efektivitas pada setiap indikator kinerja 

yang ada dalam BPKAD Kabupaten Karimun tahun 2018 sampai 2020 dijabarkan 

sebagai berikut: 

Tabel 4.5 

Hasil Perhitungan Efektivitas pada Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten 

Karimun 

Tahun 2018 

No Sasaran  
Indikator 

Kinerja  

Target 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Efektivitas  

1. 

Meningkatkan 

Transparansi 

dan 

Akuntabilitas 

Pemerintah 

Persentase 

Penyerapan 

Belanja Daerah 

90 96,78 107,53% 

Persentase 

Keakuratan Data 

Barang Milik 

Daerah 

70 140,96 201,37% 
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2.  

Meningkatnya 

Pelayanan dan 

Tertib 

Administrasi 

Penatausahaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

Persentase 

Administrasi 

Penatausahaan 

Keuangan yang 

Diselesaikan 

tepat Waktu 

Sesuai SOP 

100 100 100% 

Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 5 

Berdasarkan tabel 4.5 diatas, terdapat 2 indikator kinerja yang nilai efektivitasnya 

diatas 100%, 1 indikator kinerja dengan nilai efektivitas sebesar 100%. Yang 

mana jika nilai efektivitasnya diatas 100% maka termasuk kategori sangat efektif 

dan jika dibawah 100% termasuk kategori efektif, cukup efektif, kurang efektif, 

dan tidak efektif tergantung nilai efektivitasnya. 

Tabel 4.6 

Hasil Perhitungan Efektivitas pada Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten 

Karimun 

Tahun 2019 

No Sasaran  
Indikator 

Kinerja  

Target 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Efektivitas  

1. 

Meningkatkan 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Pemerintah 

Persentase 

Penyerapan 

Belanja Daerah 

90 98,77 109,74% 

Persentase 

Keakuratan Data 

Barang Milik 

Daerah 

70 140,39 200,56% 

2.  

Meningkatnya 

Pelayanan dan 

Tertib 

Administrasi 

Penatausahaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

Persentase 

Administrasi 

Penatausahaan 

Keuangan yang 

Diselesaikan 

tepat Waktu 

Sesuai SOP 

100 100 100% 

Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 5 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, terdapat 2 indikator kinerja yang nilai efektivitasnya 

diatas 100%, 1 indikator kinerja dengan nilai efektivitas sebesar 100%. Yang 
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mana jika nilai efektivitasnya diatas 100% maka termasuk kategori sangat efektif 

dan jika dibawah 100% termasuk kategori efektif, cukup efektif, kurang efektif, 

dan tidak efektif tergantung nilai efektivitasnya. 

Tabel 4.7 

Hasil Perhitungan Efektivitas pada Indikator Kinerja BPKAD Kabupaten 

Karimun 

Tahun 2020 

No Sasaran  
Indikator 

Kinerja  

Target 

('%) 

Capaian 

Kinerja 

(%) 

Efektivitas  

1. 

Meningkatkan 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Pemerintah 

Persentase 

Penyerapan 

Belanja Daerah 

90 98,5 109,44% 

Persentase 

Keakuratan Data 

Barang Milik 

Daerah 

70 140,44 200,63% 

2.  

Meningkatnya 

Pelayanan dan 

Tertib 

Administrasi 

Penatausahaan 

Keuangan dan 

Aset Daerah 

Persentase 

Administrasi 

Penatausahaan 

Keuangan yang 

Diselesaikan 

tepat Waktu 

Sesuai SOP 

100 100 100% 

Sumber: Data Olahan Lampiran Nomor 5 

Berdasarkan tabel 4.7 diatas, terdapat 2 indikator kinerja yang nilai efektivitasnya 

diatas 100%, 1 indikator kinerja dengan nilai efektivitas sebesar 100%. Yang 

mana jika nilai efektivitasnya diatas 100% maka termasuk kategori sangat efektif 

dan jika dibawah 100% termasuk kategori efektif, cukup efektif, kurang efektif, 

dan tidak efektif tergantung nilai efektivitasnya. 

4.3 Pembahasan 

Dalam menggunakan metode Value For Money terdapat beberapa kriteria-

kriteria dalam menentukan apakah program/kegiatan yang dilaksanakan oleh 
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Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun telah berjalan 

secara ekonomis, efisiensi, dan efektivitas.  

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 

1996, kriteria tingkat ekonomis anggaran belanja sebagai berikut: (1) Jika hasil 

perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat 

ekonomis, (2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan ekonomis, (3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran 

belanja dikatakan cukup ekonomis, (4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, 

maka anggaran belanja dikatakan kurang ekonomis, dan (5) Jika hasil pencapaian 

dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat tidak ekonomis. 

Sedangkan untuk kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut: (1) 

Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak 

efisien, (2) Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja 

dikatakan kurang efisien, (3) Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka 

anggaran belanja dikatakan cukup efisien, (4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 

80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien, dan (5) Jika hasil pencapaian 

dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.  Untuk kriteria 

tingkat efektivitas anggaran belanja sebagai berikut: (1) Jika hasil perbandingan 

lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif, (2) Jika hasil 

pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif, (3) Jika 

hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup 

efektif, (4) Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja 
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dikatakan kurang efektif, dan (5) Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka 

anggaran belanja dikatakan tidak efektif.   

4.3.1 Pembahasan Value For Money dari segi Ekonomis 

Tabel 4.8 

Perhitungan Ekonomis 

Tahun 2018-2020 

No Program 
Tahun (%) 

2018 2019 2020 

1. 
Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
100 99,14 61,65 

2. 
Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
95,56 92,31 87,66 

3. 
Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
99,35 99,05 100 

Sumber: Data Olahan 

Pada tahun 2018, dapat dikatakan untuk program perencanaan pembangunan 

daerah memiliki nilai ekonomis sebesar 100%, yang artinya dalam pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah BPKAD telah ekonomis. Sama dengan 

program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur juga telah ekonomis tetapi memiliki nilai ekonomis yang 

berdeda, yaitu pada program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 95,56% 

dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 99,35%. Dari 

hasil diatas menunjukan bahwa kinerja BPKAD Tahun 2018 telah baik dalam 

merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. 

Pada tahun 2019, dapat dilihat untuk program perencanaan pembangunan 

daerah memiliki nilai ekonomis sebesar 99,14%, program pelayanan administrasi 

perkantoran sebesar 92,31%, dan program peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur sebesar 99,05%, yang artinya dalam pengelolaan anggaran pendapatan 
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dan belanja daerah BPKAD telah ekonomis. Dari hasil diatas menunjukan bahwa 

kinerja BPKAD Tahun 2019 telah baik walaupun belum 100% dalam 

merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. 

Pada tahun 2020, dapat dikatakan untuk program perencanaan pembangunan 

daerah memiliki nilai ekonomis sebesar 61,65%, yang artinya dalam pengelolaan 

anggaran pendapatan dan belanja daerah BPKAD kurang ekonomis. Berbeda 

dengan program pelayanan administrasi perkantoran yang memiliki nilai 

ekonomis sebesar 87,66%, yang artinya cukup ekonomis. Sedangkan untuk 

program peningkatan sarana dan prasarana aparatur termasuk kategori yang telah 

ekonomis dengan memiliki nilai ekonomis sebesar 100%. Dari hasil diatas 

menunjukan bahwa kinerja BPKAD Tahun 2020 setiap program memiliki nilai 

ekonomis dan kategori yang berbeda beda dalam merealisasikan anggaran yang 

telah ditetapkan. 

Dari tahun 2018-2020 program yang tidak tercapai adalah program 

perencanaan pembangunan daerah tahun 2020. Anggaran yang ditetapkan oleh 

BPKAD untuk program perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2020 

sebesar Rp64.911.750 dan yang terealisasi sebesar Rp40.017.629 atau setara 

dengan 61,65%. Penyebab tidak tercapainya program perencanaan pembangunan 

daerah tahun 2020 dikarenakan adanya kendala dalam hal pembangunan, hal ini 

terjadi karena adanya larangan beraktivitas di luar rumah yang disebabkan oleh 

pandemi virus covid-19. 
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4.3.2 Pembahasan Value For Money dari Segi Efisiensi 

Tabel 4.9 

Perhitungan Efisiensi 

Tahun 2018-2020 

 

No Program 
Tahun (%) 

2018 2019 2020 

1. 
Program Perencanaan 

Pembangunan Daerah 
100 100,8 175,43 

2. 
Program Pelayanan Administrasi 

Perkantoran 
149,2 105,77 115,16 

3. 
Program Peningkatan Sarana dan 

Prasarana Aparatur 
117,05 100,49 100 

Sumber: Data Olahan 

Pada tahun 2018, dapat dilihat untuk program perencanaan pembangunan 

daerah memiliki nilai efisiensi sebesar 100%, yang artinya dalam pencapaian 

kinerja dan anggaran pada BPKAD masih kurang efisien. Berbeda dengan 

program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang masuk kedalam kategori tidak efisien karena memiliki 

nilai efisiensi yang berdeda, yaitu pada program pelayanan administrasi 

perkantoran sebesar 149,2% dan program peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur sebesar 117,05%. Dari hasil diatas menunjukan bahwa kinerja BPKAD 

Tahun 2018 masih belum efisien dalam pencapaian kinerja dan anggaran tersebut. 

Pada tahun 2019, dapat dikatakan untuk program perencanaan pembangunan 

daerah memiliki nilai efisiensi sebesar 100,8%, yang artinya dalam pencapaian 

kinerja dan anggaran pada BPKAD masih tidak efisien. Sama halnya dengan 

program pelayanan administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan 

prasarana aparatur yang juga masih tidak efisien tetapi memiliki nilai efisiensi 
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yang berdeda, yaitu pada program pelayanan administrasi perkantoran sebesar 

105,77% dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar 

100,49%. Dari hasil diatas menunjukan bahwa kinerja BPKAD Tahun 2019 masih 

belum efisien dalam pencapaian kinerja dan anggaran tersebut karena nilai 

ekonomisnya melebihi angka 100% 

Pada tahun 2020, dapat dilihat untuk program perencanaan pembangunan 

daerah memiliki nilai efisiensi sebesar 175,43%, nilai ini melambung tinggi dari 

tahun-tahun sebelumnya tetapi dalam pencapaian kinerja dan anggaran pada 

BPKAD masih sama, yaitu tidak efisien. Sama halnya dengan program pelayanan 

administrasi perkantoran yang masuk ke kriteria  tidak efisien dengan nilai 

efisiensi sebesar 115,16%. Sedangkan program peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur juga masih kurang efisien dengan memiliki nilai efisiensi sebesar 100%. 

Dari hasil diatas menunjukan bahwa kinerja BPKAD Tahun 2020 masih belum 

efisien dalam pencapaian kinerja dan anggaran tersebut karena nilai ekonomisnya 

melebihi angka kriteria dari efisien. 

Program yang tidak efisien pada tahun 2018 adalah proram pelayanan 

administrasi perkantoran dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. 

Sedangkan pada tahun 2019 ketiga program yang ada tidak efisien. Tahun 2020, 

program yang tidak efisien adalah program perencanaan pembangunan daerah dan 

program pelayanan administrasi perkantoran. Tidak efisiennya program pada 

tahun 2018 dan 2019 disebabkan anggaran belanja untuk program yang sudah 

disiapkan tidak tercapai secara maksimal. Sedangkan pada tahun 2020, program 

dikategorikan tidak efisien disebebkan karena pembatasan interaksi di luar rumah 
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yang menyebabkan terhentinya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada program yang 

telah disusun. 

4.3.3 Pembahasan Value For Money dari Segi Efektivitas 

Tabel 4.10 

Perhitungan Efektivitas 

Tahun 2018-2020 

No Sasaran 
Indikator 

Kinerja 

Tahun (%) 

2018 2019 2020 

1.  

Meningkatkan 

Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Pemerintah 

Persentase 

Penyerapan 

Belanja Daerah 

107,53 109,74 109,44 

Persentase 

Keakuratan Data 

Barang Milik 

Daerah 

201,37 200,56 200,63 

2.  

Meningkatnya 

Pelayanan dan 

Tertib Administrasi 

Penatausahaan 

Keuangan dan Aset 

Daerah 

Persentase 

Administrasi 

Penatausahaan 

Keuangan yang 

Diselesaikan 

tepat Waktu 

Sesuai SOP 

100 100 100 

Sumber: Data Olahan 

Pada Tahun 2018, mengenai perhitungan efektivitas dapat dilihat terdapat 3 

indikator kinerja yang mana 2 indikator memiliki nilai efektivitas lebih dari 100%. 

Berdasarkan kriteria efektivitas, 2 kegiatan tersebut sudah sangat efektif. Kedua 

indikator kinerja tersebut adalah persentase penyerapan belanja daerah dengan 

nilai efektivitas sebesar 107,53% dan persentase keakuratan data barang milik 

daerah sebesar 201,37%.  Sedangkan 1 indikator kinerja lainnya memiliki nilai 

efektivitas sebesar 100%.  Hal ini menyatakan bahwa indikator kinerja tersebut 

efektif, yang mana indikator kinerja tersebut adalah persentase administrasi 

penatausahaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP. Dari hasil 
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diatas menyatakan bahwa capaian hasil kinerja pada 2 indikator kinerja melebihi 

target dan 1 indikator lainnya telah mencapai target yang diinginkan oleh BPKAD 

Kabupaten Karimun tersebut. 

Pada Tahun 2019, mengenai perhitungan efektivitas dapat dilihat terdapat 3 

indikator kinerja yang mana 2 indikator memiliki nilai efektivitas lebih dari 100%. 

Berdasarkan kategori efektivitas, 2 kegiatan tersebut sudah sangat efektif. Kedua 

indikator kinerja tersebut adalah persentase penyerapan belanja daerah dengan 

nilai efektivitas sebesar 109,74% yang mengalami penigkatan dari tahun 2018 

sebesar 2,21% dan persentase keakuratan data barang milik daerah sebesar 

200,56% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 0,81%. Sedangkan 

1 indikator kinerja lainnya memiliki nilai efektivitas sebesar 100% sama dengan 

tahun sebelumnya. Hal ini menyatakan bahwa indikator kinerja tersebut efektif, 

yang mana indikator kinerja tersebut adalah persentase administrasi 

penatausahaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP. Dari hasil 

diatas menyatakan bahwa capaian hasil kinerja pada 2 indikator kinerja melebihi 

target dan 1 indikator kinerja telah mencapai target yang diinginkan dan  oleh 

BPKAD Kabupaten Karimun tersebut. 

Pada Tahun 2020, mengenai perhitungan efektivitas dapat dikatakan terdapat 

3 indikator kinerja yang mana 2 indikator memiliki nilai efektivitas lebih dari 

100%. Berdasarkan kategori efektivitas, 2 kegiatan tersebut sudah sangat efektif. 

Kedua indikator kinerja tersebut adalah persentase penyerapan belanja daerah 

dengan nilai efektivitas sebesar 109,44% yang mengalami penurunan dari tahun 

2019 sebesar 0,30% dan persentase keakuratan data barang milik daerah sebesar 
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200,63% mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 0,07%. 

Sedangkan 1 indikator kinerja lainnya memiliki nilai efektivitas sebesar 100% 

sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menyatakan bahwa indikator 

kinerja tersebut efektif, yang mana indikator kinerja tersebut adalah persentase 

administrasi penatausahaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP. 

Dari hasil diatas menyatakan bahwa capaian hasil kinerja pada 2 indikator kinerja 

melebihi target dan 1 indikator kinerja telah mencapai target yang diinginkan dan  

oleh BPKAD Kabupaten Karimun tersebut. 

Indikator kinerja pada tahun 2018-2020 terdiri dari persentase penyerapan 

belanja daerah, persentase keakuratan data barang milik daerah, dan persentase 

administrasi penatausahaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai SOP 

telah sangat efektif. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang dilakukan oleh 

BPKAD telah melebihi target yang diharapkan.  

Dalam perhitungan efektivitas ini menggunakan data mengenai 

sasaran/indikator kinerja karena BPKAD Kabupaten Karimun menampilkan 

capaian kinerja dan target kinerja hanya setiap indikator kinerja saja tanpa 

menampilkan hasil capaian dan target kinerja setiap kegiatan maupun setiap 

program. Hal ini tidak mempengaruhi hubungan dengan antara perhitungan 

ekonomis dan efisiensi dengan efektivitas, yang mana untuk perhitungan 

ekonomis dan efisiensi itu dihitung perprogram dan efektivitas dihitung 

perindikator kinerja. Karena sebelum ada hasil pencapaian dan target kinerja 

berdasarkan indikator kinerja pastinya pihak bersangkutan menghitungnya 
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terlebih dahulu setiap kegiatan maupun setiap program yang setelah itu baru 

dihitung perindikator kinerja atau sasarannya.  

Berdasarkan penjelasan diatas, dari tahun 2018-2020 untuk tiap program dan 

indikator kinerja telah ekonomis dan efektif, tetapi masih banyak program yang 

memiliki tingkat efisien diatas 100%. Dari 3 program hanya program perencanaan 

pembangunan daerah tahun 2018 dan program peningkatan sarana dan prasarana 

aparatur tahun 2020 yang memiliki nilai efisiensi sebesar 100%. Nilai tersebut 

juga berdampak pada BPKAD Kabupaten Karimun, karena melebihi kriteria 

efisiensi yang telah ditentukan. Ini berarti kinerja BPKAD Kabupaten Karimun 

hanya melakukan program rutinan tanpa berusaha memaksimalkan realisasi 

anggaran pada tiap program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk 

BPKAD Kabupaten Karimun tersebut. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Simpulan 

 Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Pada tahun 2018 dan 2019, program yang dilaksanakan oleh Badan 

Pengelola Keuangan dan Aset Daerah bersifat ekonomis. Sednagkan pada 

tahun 2020 untuk program perencanaan pembangunan daerah bersifat 

kurang ekonomis, program pelayanan administrasi perkantoran bersifat 

cukup ekonomis, dan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur 

bersifat ekonomis. 

2. Pada tahun 2018-2020, hampir semua program yang dilaksanakan oleh 

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun bersifat 

tidak efisien. Terdapat 2 kegiatan ditahun berbeda yang bersifat kurang 

efisien, yaitu program perencanaan pembangunan daerah tahun 2018 dan 

program peningkatan sarana dan prasarana aparatur tahun 2020. 

3. Pada tahun 2018-2020, untuk indikator kinerja presentase penyerapan 

belanja daerah dan persentase keakuratan data barang milik daerah saja 

yang bersifat sangat efektif. Sedangkan untuk indikator kinerja persentase 

administrasi penatausahaan keuangan yang diselesaikan tepat waktu sesuai 

SOP bersifat efektif. 

5.2 Saran 

Saran dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun. 
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Badan pengelola keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karimun 

diharapkan bisa melakukan evaluasi kembali program/kegiatan yang 

dilaksanakan agar bisa mencapai target dan memperoleh pencapaian 

kinerja dari program/kegiatan pada target yang telah di tetapkan serta bisa 

memenuhi kategori dalam value for money. 

2. Bagi penelitian selanjutnya. 

Peneliti selanjutnya diharapkan bisa meneliti kinerja keuangan dengan 

data-data yang lebih banyak dan lengkap agar hasil penelitian lebih 

sempurna. 
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